BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa :
Bahwa Dikabupaten Bonebolango terhadap penegakan Disiplin PNS telah di
buatkan aturan turunan dari pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 dimana pemerintah daerah Bone Bolango membuatkan Peraturan
Bupati Nomor 5 tahun 2014 tentang Kode etik PNS Dilingkungan pemerintah
daerah kab. Bone Bolango.

Bahwa bahwa pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran disiplin terkait
dengan pelanggaran jam masuk itu disesuaikan dengan aturan yang berlaku
dimana pemerintah daerah membuat Peraturan Bupati kabupaten Bone

Bolango Nomor 5 tahun 2014 tentang Kode Etik PNS.

B. Saran

Adapun menurut saran peneliti untuk memaksimalkan disiplin pegawai

negeri sipil (PNS), antara lain :

a)

b)

Di butuhkan suatu komitmen dari kepala daerah untuk selalu tegas dalam
menerapkan peraturan bagi yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin
jam Kerja serta di wajibkan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap
pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran.

Agar nantinya suatu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terhadap

penegakan sanksi bagi yang melanggar jam kerja dan tidak masuk kerja itu
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sesuai peraturan perundang-undangan sehingga hal ini akan menimbulkan

efek jera terhadap pegawai negeri sipil itu sendiri.
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